
“Pungutan seperti itu 
tidak lazim di dunia.”

JAKARTA— Meski banyak diperso-
alkan, Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai menyatakan akan
mempertahankan aturan penge-
naan bea masuk terhadap distri-
busi film. Direktur Teknis Kepa-
beanan Heri Kristiono mengata-
kan pengenaan bea masuk itu bu-
kan hal baru, melainkan aturan
lama yang mengacu pada ratifi-
kasi Artikel 7 kesepakatan Orga-
nisasi Perdagangan Dunia
(WTO).

Undang-Undang Nomor 7 Ta-
hun 1994 tentang Pengesahan
Persetujuan Pembentukan WTO
tersebut menyatakan,WTO tidak
melarang tindakan proteksi ter-
hadap industri domestik melalui
proteksi tarif. Termasuk terha-
dap barang dagangan yang ber-
kaitan dengan hak atas kekaya-
an intelektual, di mana film ter-
masuk di dalamnya.

Kepala Badan Kebijakan Fis-
kal Bambang Brodjonegoro juga
menegaskan, sebetulnya tidak
ada tarif baru bea masuk untuk
impor film.“Tidak ada yang ba-
ru,” ujarnya kepada Tempo ke-
marin. Menurut dia, kata “hak
distribusi”yang menjadi isu uta-
ma adalah royalti produsen film
asing setelah film beredar di In-
donesia.

Bambang menyatakan akan
menyampaikan keterangan soal
isu bea masuk tersebut Senin be-
sok.“Pemerintah bertujuan men-
cari jalan tengah, bukan meng-
halangi impor film asing,” kata
Bambang.

Dalam lampiran Peraturan
Menteri Keuangan tentang Pene-
tapan Sistem Klasifikasi Barang
dan Pembebanan Tarif Bea Ma-
suk atas Barang Impor memang
disebutkan bea masuk film sebe-

sar 5-15 persen. Aturan yang di-
tetapkan pada 22 Desember
2010 itu membedakan tarif ber-
dasarkan ukuran, jenis, dan ba-
han film impor.

Seperti diketahui, Jumat lalu,
Motion Pictures Association of
America (perwakilan produsen
film Hollywood di Indonesia)
dan Ikatan Perusahaan Film Im-
por Indonesia (perwakilan pro-
dusen film Mandarin dan India)
menghentikan peredaran film-
film mereka di Indonesia.

“Itu reaksi terhadap ketentu-
an Ditjen Bea-Cukai terkait bea
masuk atas hak atas distribusi
film,” ujar juru bicara 21 Cinep-
lex sekaligus Ketua Gabungan
Pengusaha Bioskop Seluruh In-
donesia, Noorca M. Massardi, Ju-
mat lalu. Ia menganggap “bea

masuk atas hak distribusi”tidak
lazim dalam bisnis film di selu-
ruh dunia.

Bea masuk, kata dia, hanya
berlaku untuk barang impor, bu-

kan hak
distribusi.
Dan selama
ini, sebagai
barang, se-
tiap kopi
film impor
yang masuk
ke Indone-

sia sudah dikenai bea masuk
plus pajak pertambahan nilai
dan pajak penghasilan sebesar
23,75 persen dari nilai barang.
Pemilik film juga menyetor pa-
jak penghasilan (15 persen) dan
pajak tontonan kepada pemerin-
tah daerah (10-15 persen).

Sutradara muda Hanung Bra-
mantyo menilai penerapan bea
masuk tidak tepat dilakukan un-
tuk kemajuan industri film Indo-
nesia. “Kalau dikatakan untuk
melindungi industri film nasio-
nal, bukan begitu caranya,”kata-
nya. Pemerintah diminta meng-
alokasikan hasil pajak perfilman
untuk membangun perfilman na-
sional.

Direktur Pengembangan Pasar
Kementerian Kebudayaan dan
Pariwisata, Syamsul Lussa, men-
jelaskan bahwa distribusi film
asing biasanya dilakukan de-
ngan membeli hak cipta semen-
tara. Hak cipta itu berlaku untuk
beberapa bulan hingga satu ta-
hun, kemudian dikembalikan la-
gi. ● IQBAL MUHTAROM | KODRAT SETIAWAN | PARAQBOEQ

RUSMAN | EKA UTAMI APRILIA | PUTI NOVIANDA | AGUSSUP

Pemberian susu formula harus
jadi solusi terakhir. 

HALAMAN A5-A8

20 FEBRUARI 2011

40 HALAMAN  | RP 3.000

EDISI
NO. 3450
TAHUN X

(LUAR JAWA + ONGKOS KIRIM)

Bea Masuk Film Luar
Tetap Berlaku

C1
Pesona

A9 Buku

A10 Tamu

A12 Perjalanan

A14 Keluarga

A15 Kuliner

A16 Karier

A17 Digital

A18 Senggang

A20 Fotografi

A21 Ide

A24 Profil

B1 Olahraga

C2 Sastra

C4 Otomotif

A22
Pentas

Gelegar
Iron Maiden

Panggung
Semangat
Hidup Ramli

Bersamaan dengan
peluncuran buku-
nya, Ramli mempe-
ragakan puluhan
busana yang diran-
cangnya sejak awal
berkarier hingga ki-
ni menjadi inspirasi
dan semangat.

Industri 
Film Nasional 
Terancam

HALAMAN  A2

Poster film Barat masih terpampang di gedung  bioskop Djakarta Theater,
Jakarta, kemarin, Motion Pictures Association menyatakan menarik film asal
Amerika di seluruh Tanah Air mulai Jumat lalu. 

Tetap Tayang■

EKO SISWONO TOYUDHO (TEMPO)
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Cari Angin

Bagi Tugas
Putu Setia

A da proyek sosial yang akan kami kerjakan bersama Romo
Imam dan beberapa aktivis keagamaan lainnya—tapi mereka
tak suka disebut aktivis lintas agama. Persoalan agama tak bisa

dilintas-lintaskan. Agama adalah pilihan yang harus difokuskan pa-
da keyakinan yang dianut, tak bisa pagi hari beragama ini, sorenya
beragama itu. Hanya kegiatan sosialnya yang bisa dilintaskan.

“Kita bagi tugas, meskipun di antara kita semua punya pengeta-
huan yang hampir sama,”kata Romo Imam, yang memimpin rapat.
“Setiap orang bertanggung jawab atas tugasnya, harus fokus pada
pekerjaan yang dipilih. Boleh memberi saran, tapi tak boleh terlibat
mengerjakan pekerjaan orang lain.Tak ada jabatan rangkap.”

Seseorang nyeletuk: “Jangan seperti wakil rakyat, maunya me-
rangkap jabatan melulu. Lihat saja rancangan kode etik yang baru,
pelarangan jabatan rangkap mau dihapus.”

Romo Imam menimpali dengan serius.“Ya, jangan meniru anggota
Dewan. Kode etik yang sudah bagus, eh, dirombak jadi jelek. Begi-
tulah kalau belajar etika ke Yunani dan Turki, tak mau belajar ke
perpustakaan. Di zaman Majapahit, kewenangan dan tugas pamong
praja diatur dengan jelas.”

Saya menambahkan: “Kelemahan mengurus negara saat ini, terla-
lu banyak orang pintar tetapi tidak bijaksana, terlalu banyak orang
pandai tetapi tidak terampil. Semuanya mengaku bisa mengatur, la-
lu semuanya mau terlibat dalam berbagai urusan, padahal urusan
sendiri ditelantarkan.”

“Benar,”sahut Romo.“Apa tugas pokok DPR? Pertama, membuat
undang-undang. Kedua, bidang anggaran. Ketiga, pengawasan.Ta-
hun lalu, dari 72 proyeksi undang-undang yang akan dilahirkan, ba-
ru enam yang selesai. Bayangkan itu, betapa tugas pokok diabaikan,
sementara wakil rakyat mau ikut mengusut kasus pajak lewat hak
angket. Padahal sudah ada panitia kerja yang memang cocok de-
ngan tugasnya di bidang pengawasan.”

“Romo, hak angket soal pajak ini kan mau menertibkan sistem
pajak,”tanya seseorang. Romo menjawab: “Saya tahu.Tapi lihat con-
toh hak angket Century, wakil rakyat itu kan maunya memeriksa
pejabat, bahkan lebih galak dari jaksa, padahal itu bukan proses
hukum, keputusannya pun bukan keputusan hukum. Urusan usut-
mengusut itu serahkan saja kepada penyidik negara. Kenapa ini jadi
prioritas, padahal ada rancangan undang-undang yang menumpuk?
Kalau tugas pokoknya dikerjakan, masih mendingan.”

Semua orang diam. Saya mengalihkan isu.“Romo, kalau contoh-
nya parlemen kita, sepertinya tak ada habisnya, ya, mungkin salah
kita memilih orang.”

“Oo, betul,”Romo langsung menyahut.“Secara nasional, kita juga
tak fokus bekerja, seperti tak ada pembagian tugas. Soal korupsi,
misalnya. Polisi, jaksa, dan KPK sama-sama bisa mengusut. Mbok,
ya, ada pembagian tugas. Pidana ini serahkan ke polisi, pidana itu
ke jaksa, KPK fokus soal korupsi.”

“Contoh lain, soal Ahmadiyah,”kata Romo, yang membuat semua
orang tegang, maklum kasus sensitif.“Ahmadiyah itu agama atau alir-
an kepercayaan atau organisasi massa? Kalau agama, serahkan urus-
an kepada Menteri Agama. Kalau aliran kepercayaan, serahkan kepa-
da Kejaksaan Agung. Kalau ormas, serahkan ke Menteri Dalam Nege-
ri. Ketiganya beda. Agama itu bukan organisasi massa. Muhammadi-
yah dan NU, misalnya, itu ormas. Islam itu agama, kan beda. Bagai-
mana bisa bilang bubarkan atau diayomi kalau statusnya saja tak je-
las? Jelaskan dulu statusnya, lalu yang bertanggung jawab fokus me-
nangani masalah itu. Jadi, ada pembagian tugas, tidak setiap orang
ngomong seenaknya, semua mengajukan opsi. Oke, bagi tugas.”

Rapat pun kembali ke fokus masalah, proyek sosial itu tadi. ●

Demokrat Berkeras
Pertahankan Koalisi
“Hubungan Demokrat-Golkar

akan diperbaiki.”

JAKARTA — Partai Demokrat dan Pre-
siden Susilo Bambang Yudhoyono ti-
dak akan mengambil tindakan ter-
hadap Partai Golkar dan Partai Ke-
adilan Sejahtera, meski kedua ang-
gota koalisi pendukung pemerintah
itu berseberangan dalam pengajuan
hak angket pajak. Demokrat juga
menegaskan ingin mempertahankan
koalisi sampai 2014.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai
Demokrat Saan Mustofa mengata-
kan,Demokrat masih membutuhkan
kehadiran Golkar di Sekretariat Ga-
bungan Partai Koalisi. Perbedaan si-
kap yang ditunjukkan Golkar dini-
lainya tidak akan banyak berpenga-
ruh terhadap keberadaan Partai Be-
ringin itu di koalisi.

“Itu tetap, kita upayakan semaksi-
mal mungkin. (Golkar) dianggap
perlu buat kita. Ke depan, (hubung-
an Demokrat-Golkar) akan diper-
baiki,”ujarnya kepada Tempo di Ja-
karta kemarin.

Meski sering tidak sejalan dengan
partai pendukung, Demokrat berniat
mempertahankan koalisi sampai

akhir periode pemerintahan Kabinet
Indonesia Bersatu II,yakni pada 2014.

“Komitmen awal koalisi untuk
mengawal pemerintahan sampai
2014, dan menjamin tidak ada gang-
guan terhadap pemerintah Yudhoyo-
no-Boediono,”kata Saan Mustofa.

Menurut Saan, fluktuasi hubung-
an antarpartai anggota koalisi meru-
pakan hal wajar. Sekretariat Ga-
bungan justru harus dijadikan fo-
rum untuk menyatukan kepentingan
anggota koalisi.

Konsekuensinya, kata dia, memang
tidak semua kepentingan anggota ko-
alisi dapat terakomodasi. “Nanti di-
ambil titik temu di antara kepenting-
an-kepentingan itu,”kata dia.

Saan mengatakan, ia menghargai
sikap Golkar yang mendukung peng-
gunaan hak angket pajak. Hanya, ia
menyayangkan jika ternyata motiva-
si utama Golkar itu lantaran melihat
angket sebagai wadah untuk mem-
bersihkan nama baik ketua umum-
nya, Aburizal Bakrie, dari dugaan
terlibat kasus mafia perpajakan.

“Menurut saya, itu sifatnya perso-
nal, itu tidak akan ketemu. Untuk
membersihkan nama baik (Aburi-
zal), seharusnya Golkar tidak mela-
kukannya lewat parlemen, melain-

kan lewat lembaga hukum,”katanya.
Golkar menyatakan, Demokrat ti-

dak perlu takut terhadap angket pa-
jak. Sebab, motivasi Golkar dan par-
tai lain adalah untuk membongkar
kebijakan pemerintah yang keliru
dalam hal pajak.“Yang seolah mem-
beri angin kepada mafia pajak untuk
beroperasi,” ujar Wakil Bendahara
Umum Golkar Bambang Soesatyo.

Justru,kata Bambang,akan menja-
di pertanyaan besar jika Demokrat
terkesan takut mendukung usulan
angket perpajakan.“Kalau bukan ba-
gian dari jaringan para mafia itu, apa
yang kemudian ditakutkan?”ujarnya.

Sebelumnya,wacana usul pemben-
tukan panitia khusus angket perpa-
jakan ini memang membuat panas
peta politik, terutama di kalangan in-
ternal Sekretariat Gabungan. Koalisi
berpendapat bahwa pembentukan
pansus angket perpajakan tidak di-
perlukan,karena sudah ada mekanis-
me panitia kerja mafia pajak di Ko-
misi Hukum dan Komisi Keuangan.

Sebaliknya, Golkar justru meng-
anggap panitia khusus angket per-
pajakan adalah keharusan jika ingin
mengungkap tuntas masalah mafia
perpajakan.
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Industri Film Nasional Bisa Mati
JAKARTA — Sutradara Hanung Bra-
mantyo menilai tidak diputarnya
film-film Hollywood di bioskop In-
donesia bisa mematikan industri
perfilman Tanah Air. “Kalau tidak
menayangkan film-film Hollywood,
jaringan 21 bisa mati. Kalau 21 ma-
ti, industri perfilman kita bisa mati,”
katanya saat dihubungi kemarin.

Sebelumnya beredar kabar bahwa
Ikatan Perusahaan Film Impor Indo-
nesia tidak akan lagi mengimpor
film-film dari luar Indonesia. Begitu
juga, Motion Picture Association of
America menolak mendistribusikan
film-film produksi Hollywood ke In-
donesia. Langkah itu dilakukan se-
bagai protes terhadap kebijakan Di-
rektorat Jenderal Bea-Cukai yang
menerapkan bea masuk atas hak
distribusi film impor.

Hanung berpandangan, industri
perfilman Indonesia membutuhkan
jaringan bioskop 21 untuk menayang-
kan film-filmnya. “Yang bioskopnya
paling banyak kan 21,”ujarnya.

Lain halnya Garin Nugroho. Sut-
radara yang telah meraih berbagai
penghargaan internasional ini meni-
lai tidak tayangnya film-film Holly-
wood di bioskop Indonesia justru bi-
sa menjadi peluang bagi perkem-
bangan industri film Tanah Air.“Ini
peluang, bahkan anugerah. Jadi, ha-
rus dimanfaatkan,” kata Garin saat
dihubungi kemarin.

Industri film Indonesia, menurut
Garin, tidak akan kehilangan kom-
petisi meski tak ada film Hollywood.
“Masih banyak film-film lain, seper-
ti dari Eropa dan Korea, yang kuali-
tasnya sama, bahkan lebih bagus da-

ri Hollywood,”ujarnya.
Adapun ihwal dukungan peme-

rintah, Hanung berpendapat indus-
tri perfilman nasional seharusnya
dilindungi dengan cara mengaloka-
sikan hasil pajak perfilman untuk
kepentingan industri tersebut.

Sampai kemarin bioskop-bioskop
di Jakarta masih memutar berbagai
film impor teranyar. Puluhan orang
antre di loket pembelian karcis un-
tuk menonton film-film Hollywood,
misalnya No String’s Attached, The
Green Hornet, atau King’s Speech,
yang mendapat penghargaan Gol-
den Globe untuk aktor terbaik Colin
Firth. “Mumpung film impor belum
disetop,” ujar Fahri, 28 tahun, salah
satu penonton di Cinema 21 Blok M,
Jakarta, kemarin.

● PUTI NOVIYANDA | AGUNG SEDAYU | NUR HARYANTO
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Sebelum undang-undang mewajibkan pemberian air
susu ibu (ASI), sekelompok ibu muda sejak perte-
ngahan 2007 mencoba melawan gempuran bu-

juk rayu produsen susu formula. Mereka yang berga-
bung dalam Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) ak-
tif memberi penyadaran bagi sesamanya bahwa membe-
rikan ASI eksklusif selama 6 bulan adalah sebuah kehor-
matan. 

Terhadap sesama ibu yang menghadapi kendala dalam
memberikan ASI kepada bayinya, mereka mengajak untuk
saling berbagi, melakukan donasi ASI. Kaum ibu itu juga
saling berbagai informasi tentang perawatan anak dan
keluarga melalui jaringan daftar surat elektronik, se-
perti asiforbaby@yahoogroup.com. Selain itu, mereka
tentu tidak perlu resah seperti kebanyakan ibu yang
lainnya ketika belakangan ini kembali mere-
baknya pemberitaan tentang susu formula yang
tercemar bakteri Enterobacter sakazakii. �
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